o

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 123 TAHUN 2012

MEATT A AT
N

& BfANW & ABL

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
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KUTAI KARTANEGARA

DENCAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ECA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Pasal 239 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan;

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tanun 2010 teniang Standar Akuniansi Peroeriniaiian
memerlukan masa transisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huraf a dan b diatas, perlu membentulk Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-vndang Nomor 19 Taiiun 2004 lenilang Peueriksddn
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094



10.

u—y
[y

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Aniara Pemneriniahh Pusai dan Pemerinian Daerain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomorl23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- SYerMeTs OS A ue

MEMU 1 UDSRAN

: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala.daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

Rekening penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk
menampung penerimaan daerah setiap hari.

Rekening Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana
yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk
membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas
hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal
efektif.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa,
dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan
uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin Teknis SAP adalah
informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai
pedoman bagi pengguna.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta
mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar perlakuan
atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan komponen laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana
diuraikan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset tetap
diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Kabupaten
Kutai Kartanegara selesai dilaksanakan dan akan ditetapkan
kemudian.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintahan ini berlaku dalam masa transisi
sebelum kebijakan akuntansi berbasis akrual ditetapkan.

Pasal 10

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, Peraturan Bupati Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dan Perubahannya Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Nopember 2012

BUPATI KFP&!’MRTAN EGARA

RITA WIDYASARI
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

/’%—”’n\
EDI DAMANSYAH L

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2012 NOMOR 123
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Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan
cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun
timbal balik di Neraca.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di
bawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal baik
(reciprokal)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada
laporan keuangan Pemerintah Daerah atau SKPD yang membawahinya
dengan ketentuan sebagai berikut :

e Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah atau SKPD yang
membawahinya, tergantung pada struktur organisasi BLUD tersebut

e Neraca BLUD digabungkan kepada neraca Pemerintah Daerah atau
SKPD yang membawahinya, tergantung pada struktur organisasi BLUD
tersebut.

BUPATI KUTAI EGARA,

RITAmASARI



